
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

Nomor. 1/Pdt.G/2019/PN. Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Pengadilan  Negeri  Buntok  Kelas  IIBuntok  Kelas  II yang  mengadili  perkara-perkara yang  mengadili  perkara-perkara

perdata  pada  peradilan  tingkat  pertama,  telah  menjatuhkan  putusan  sebagaiperdata  pada  peradilan  tingkat  pertama,  telah  menjatuhkan  putusan  sebagai

berikut dalam perkara antara: ---------------------------------------------------------------------berikut dalam perkara antara: ---------------------------------------------------------------------

TriyustaTriyusta ;                                ;                               Tempat / tanggal  lahir :  Kalahien,  07 Januari  1962,Tempat / tanggal  lahir :  Kalahien,  07 Januari  1962,

                                                                  Umur Umur 5757 tahun, Jenis Kelamin Perempuan.  tahun, Jenis Kelamin Perempuan. AgamaAgama

Kristen Protestan, Pekerjaan ASN, beralamat di JalanKristen Protestan, Pekerjaan ASN, beralamat di Jalan

AMD. I Gang Kenari, RT.018, RW.003, Kelurahan HilirAMD. I Gang Kenari, RT.018, RW.003, Kelurahan Hilir

Sper,  Kecamatan Dusun Selatan,  Kabupaten BaritoSper,  Kecamatan Dusun Selatan,  Kabupaten Barito

Selatan,  Provinsi  Kalimantan  Tengah,Selatan,  Provinsi  Kalimantan  Tengah, selanjutnya selanjutnya

disebut sebagaidisebut sebagai……….………….…PENGGUGATPENGGUGAT;;

==================================================== M e l a w a n  M e l a w a n ==================================================

Ignatius Imerlin Juma Ignatius Imerlin Juma ;;       Tempat / tanggal lahir :  Kalahien,  29  Oktober  1952,       Tempat / tanggal lahir :  Kalahien,  29  Oktober  1952,

                                                                                           Umur   Umur  67 67 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, AgamaAgama

Kristen Katolik, Pekerjaan Pensiunan PNS, BeralamatKristen Katolik, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat

AMD.  I,  RT.018,  RW.003,  Kelurahan  Hilir  Sper,AMD.  I,  RT.018,  RW.003,  Kelurahan  Hilir  Sper,

Kecamatan  Dusun  Selatan,  Kabupaten  BaritoKecamatan  Dusun  Selatan,  Kabupaten  Barito

Selatan,  Provinsi  Kalimantan  TengahSelatan,  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  selanjutnya,  selanjutnya

disebut sebagaidisebut sebagai……………………..…………………………..……  TERGUGATTERGUGAT;;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;------------------------------------------------------------PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;------------------------------------------------------------

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  Buntok Kelas IISetelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  Buntok Kelas II

tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----------------------------------------------------tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----------------------------------------------------

- Setelah  membaca  Penetapan  Ketua  Majelis  Hakim  tentang  penetapanSetelah  membaca  Penetapan  Ketua  Majelis  Hakim  tentang  penetapan

harihari

sidang;-------------------------------------------------------------------------------------------sidang;-------------------------------------------------------------------------------------------

- SetSetelah  membaca  surat-surat  perkara  yangelah  membaca  surat-surat  perkara  yang

bersangkutan;-----------------------bersangkutan;-----------------------
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- SetSetelah  mendengar  keterangan  pihak  penggugat  dan  bukti-bukti  yangelah  mendengar  keterangan  pihak  penggugat  dan  bukti-bukti  yang

diajukan di persidangan;--------------------------------------------------------------------diajukan di persidangan;--------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUKNYA PERKARATENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tertanggal  Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tertanggal  0707

Januari 2019Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri   yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  Buntok Kelas IIBuntok Kelas II

dibawah Register No. dibawah Register No. 11/Pdt.G/201/Pdt.G/20199/PN./PN.Bnt Bnt telah mengemukakan pada pokoknyatelah mengemukakan pada pokoknya

sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa  antara  Penggugat  (  Istri  )  dengan  Tergugat  (  Suami  )  adalah

sebagai pasangan Suami Istri  yang sah, yang melangsungkan perkawinan

secara  Agama  Kristen  Protestan  dihadapan Pemuka  Agamna  Kristen

Protestan  yang  bernama  Pendeta  Ir.MARTUA  SINAGA,  S.Th.  Pendeta

Resort  GKE  Buntok  Nomor  23/BPH.MJGKE/BTK/NKH/09/2016   di  rumah

pada  tanggal  16  September  2016  di  Buntok  dan  telah  di  Catat  di  Dinas

Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Barito  Selatan  ,  Provinsi

Kalimantan Tengah Kutipan  Akta Perkawinan Nomor  6204-KW-29092016-

0005, No.AK.740.008335;------

2. Bahwa  gugatan  perceraian  Penggugat  dan   Tergugat  ini  telah

mendapatkan  ijin  dari  atasan  Penggugat  yaitu  Surat  Pemberian  Ijin

Perceraian Nomor : 050/680/Set-BAPP/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018,

oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito

Selatan ( terlampir );--

3. Bahwa Perrnikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena pada

awalnya Tergugat menyampaikan beberapa  kali keinginanya untuk dan ingin

membentuk rumah tangga kepada Penggugat  dengan kata-kata manisnya

sampai ada pengakuan Tergugat untuk mengikuti agama yang dianut oleh

Penggugat  yaitu  Kristen Protestan,  ternyata setelah  hampir  sampai  waktu

pernikahan Tergugat membatalkan keinginan masuk Kristen Protestan yang

dianut oleh Penggugat;------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa pada awal pernikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana

layaknya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga;--------------------

5. Bahwa kebahagian kehidupan rumah tangga antara Penggugat  dengan

Tergugat tidak berlangsung lama, oleh karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  sebagai  akibat  adanya  perbedaan  prinsip  dalam  membina
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rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  tergugat,  yang  memulai

petengkaran selalu oleh Tergugat dari hal-hal yang sepele dan kecil, Tergugat

mudah  tersulut  emosinya,  akhir  dari  petengkaran  Tergugat  selalu

mengancam  dengan ucapan  akan membunuh Penggugat;------------------------

6. Bahwa sejak pernikahan Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup

sehari- hari, yang seharusnya Tergugatlah yang bertanggung jawab sebagai

kepala  rumah  tangga,  Tergugat  beralasan  Tergugat  masuk  dalam

tanggungan Penggugat (Dalam  Daftar  Gaji) sebagai tanggungan, tercatat

selama  pernikahan  dalam  kurun  waktu  dari  tanggal  16  September  2016

sampai  dengan  30  Nopember  2018  (  2  Tahun  2  bulan  ),  Tergugat  ada

memberi  nafkah/biaya  hidup  untuk  keperluan  rumah  tangga  kepada

Penggugat dengan jumlah Rp. 2.120.349,- (  Dua Juta Seratus Dua Puluh

Ribu  Tiga  Ratus  Empat  Puluh  Sembilan  Rupiah)  dengan  rincian  sebagai

berikut :--------------------------------------------------------------------------------------------

a. Pada  bulan  Oktober  2017  dengan  nominal  sebesar  Rp.570.00,- uang

kes;----

b. Pada bulan Nopember 2017 dengan nominal sebesar Rp.100.000,- uang

kes;-------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Pada  bulan  Desember  2017  dengan  nominal  Rp.100.000,- uang

kes;-----------

d. Pada  bulan  Januari  2018  membayar  listrik/ledeng  dengan  nominal

sebesar

Rp.290.300,-;-------------------------------------------------------------------------------------

e. Pada  bulan  Pebruari  2018  membayar  listrik/ledeng  dengan  nominal

sebesar

Rp.300.000,-;-------------------------------------------------------------------------------------

f. Pada  bulan  Maret  2018  dengan  nominal  sebesar  Rp.350.000,- uang

kes;------

g. Pada  bulan  Mei  2018  dengan  nominal  sebesar  Rp.200.000,- uang

kes;---------

h. Pada bulan Agustus  2018 dengan nominal  sebesar  Rp.200.000,-  uang

kes;---

i. Pada bulan Nopember 2018 dengan nominal sebesar Rp. 150.000,- uang

kes;-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedangkan biaya hidup Penggugat  dan Tergugat  rata-rata Rp 4.000.000,-

( Empat Juta Rupiah ) tidak termasuk biaya pendidikan  anak ;--------------------
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7. Bahwa kesepakatan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat bersama

–sama bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup dan  terhadap anak

yang masih menjadi tanggungan, anak dari  Penggugat ada 1 orang,  dari

Tergugat  1  orang  dan  ternyata  ,setelah  pernikahan  Tergugat  mengatakan

kepada  Penggugat,  Tergugat  tidak  ada   kemampuan  masing-masing

menanggung anak  yang masih menjadi tanggungan;--------------------------------

8. Bahwa  sebelum  pernikahan  Penggugat  terbuka  mengenai  kondisi

keuangan  Penggugat  terkait  dengan  penghasilan  serta  utang  piutang,

sedangkan Tergugat  tidak  terbuka mengenai  kondisi  keuangan dan utang

piutangnya,  baru  setelah  1  (satu  )  tahun  pernikahan  tepatnya  bulan

September 2017, karena Penggugat menanyakan gajinya, sangatlah wajar

kalau Penggugat menanyakan hal   tersebut pada Tergugat,  Tergugat baru

mengatakan dan berterus terang,  bahwa Tergugat   mempunyai  Hutang di

Bank sebesar Rp.150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ), ketika

almarhum istri  terdahulu masih hidup, dengan jangka waktu pelunasannya

selama 12 tahun yang dipotong dari gaji pensiun Tergugat, waktu pernikahan

Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 September 2016 hutang tersebut

baru  memasuki  tahun  ke  dua  angsuran,  berarti  secara  tidak  langsung

Penggugat  ikut  menanggung hutang Tergugat   tersebut  yang berlangsung

selama  kurang  lebih  10

tahun;-----------------------------------------------------------------------------------

9. Bahwa Tergugat telah mengikari semua janji  dan kesepakatan bersama

yang  kami  sepakati  sebelum   menikah  dengan

Penggugat;--------------------------------

10. Bahwa Penggugat Pengurus/ Diakon  sekaligus juga Ketua Seksi

Pelayanan Perempuan ( SPPer) di Lingkungan Efrata Jem’at GKE Buntok,

yang mana sering menuntut Penggugat untuk bepergian keluar rumah untuk

melaksanakan  tugas pelayanan dan kegiatan gereja lainya, Tergugat sejak

awal tidak suka dengan hal ini, Tergugat selalu marah, meskipun Penggugat

selalu ijin dan memberitahu setiap akan pergi  untuk melaksanakan tugas,

bahkan  Tergugat  berkali-kali  menyampaikan  hinaan  terhadap  gereja

Penggugat Gereja Kalimantan Evangeli    ( GKE );------------------------------------

11. Bahwa  pada  Rabu  malam  tanggal  8  Agustus  2018,  Tergugat

melakukan penganiyaan fisik disertai ancaman pembunuhan mengingat pada

waktu kejadian, Tergugat  menendang Penggugat kena lengan kiri   bagian

atas Penggugat, Tergugat  mengancam membunuh Penggugat dengan Pisau
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Mandau milik Tergugat yang diacung-acungkan kepada Penggugat, kejadian

tersebut mengakibatkan kerugian fisik berupa memar dan biru pada bagian

lengan kiri  atas Penggugat, Penggugat tidak melaporkan kejadian tersebut

kepada pihak berwenang, tapi Penggugat menyampaikan penganiyaan dan

acaman tersebut  kepada Saudara-Saudara Penggugat,  karena Penggugat

masih ingin rumah tangga bisa berjalan dengan baik dan berharap hal-hal

tersebut  diatas  jangan  sampai  terulang  lagi,  Penggugat  masih  berniat

mempertahankan  ikatan  pernikahan   dengan  Tergugat,  (  setelah  kejadian

pisau Mandau tersebut dibawa Tergugat dari rumah,  Penggugat tidak tahu

kemana );-----------------------------------------------------------------------------------------

12. Bahwa  pada  Hari  Sabtu  siang  tanggal  1  Desember  2018,

Tergugat  kembali  lagi  melakukan  tindakan  kekerasan  secara  fisik,

menjambak  kepala  Penggugat  menggunakan  kedua  tangannya,  disertai

dengan  ancaman  pembunuhan  dimana  Tergugat  mengancam  Penggugat

dengan  menggunakan  Pisau  Badik  milik  Tergugat,  penganiyaan  tersebut

mengakibatkan Penggugat mengalami perasaan traumatic sehingga terpaksa

Penggugat keluar rumah untuk menyelamatkan diri yang notabenenya rumah

milik Penggugat ;--------------------------------------------------------------------------------

13. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan ancaman adaikata sampai

terjadi  perceraian  antara   Pengguggat  dan  Tergugat,  Penggugat  akan

dibunuh  dengan  cara  apapun  oleh

Tergugat ;------------------------------------------------------

14. Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  merasa  takut  dengan

intimidasi dan ancaman, tertekan secara “Pisikologis “  dan sampai  sekarang

Penggugat  merasa takut was-was dan tidak aman  terhadap  Tergugat akibat

dari

ancamannya;-------------------------------------------------------------------------------------

15. Bahwa  permasalahan  rumah tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan  diadakan Mediasi dan

Urun Rembuk, oleh Wali Asbah  Kedua Belah Pihak, Ketua RT/ RW 018/003

dan Ketua Lingkungan Efrata Jem’at GKE Buntok yang dilaksanakan pada

hari/Tanggal  Sabtu  08  Desember  2018  bertempat  di  rumah  Penggugat

( Berita Acara Terlampir );-------------------------------------------------------------------- 

16. Bahwa  oleh  karena  itu  Penggugat  merasa  sudah  tidak  aman,

sudah tidak ada kecocokan untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat

serta antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak ada komunikasi
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dan  tidak  tinggal  serumah  sejak  tanggal  01  Desember  2018,  sejak

penganiyaan dan  ancaman pembunuhan oleh Tergugat  ( pada poin 11 ),

sehingga  menurut  Penggugat  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  tidak  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan  serta  tidak  dapat

diteruskan lagi, karena masing-masing pihak sudah tidak menjalankan hak

dan  kewajibannya  sebagai  layaknya  suami  istri  yang

sah;---------------------------------------------------

17. Bahwa  untuk  mencegah  hal-hal  yang  bertentangan  dengan

hukum, maka permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

tidak dapat dibiarkan berlarut-larut,  karena dikhwatirkan akan dapat terjadi

hal-hal  yang  tidak  diinginkan,  sehingga  Penggugat  mengambil  keputusan

bahwa jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan cerai

terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, karena keutuhan

rumah  tangganya  tidak  dapat  dipertahankan

lagi ;----------------------------------------------

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penggugat sampaikan tersebut di

atas,  penggugat  mohon Kepada Majelis  Hakim Pengadilan Negeri  Buntok

Kelas  II,  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  Ini  agar  berkenan

memutuskan sebagai berikut :---------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat

seluruhnya;-----------------------------------------

2. Menyatakan  perkawinan  antara  Penggugat  (Istri)  dengan  Tergugat

(Suami)  yang  dilangsungkan  secara  Agama  Kristen  Protestan  dihadapan

Pemuka   Agama  Kristen  Protestan   yang  bernama  Pendeta  Ir.MARTUA

SINAGA,  S.Th  Pendeta  Resort  GKE  Buntok  Nomor

23/BPH.MJGKE/BTK/NKH/09/2016  di  rumah  pada  tanggal  16  September

2016  di Buntok dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil  Kabupaten  Barito  Selatan,  Provinsi  Kalimantan  Tengah  berdasarkan

Kutipan  Akta  Perkawinan  Nomor   6204-KW-29092016-0005,

No.AK.740.008335,  putus  karena  perceraian  dengan  segala  akibat

hukumnya;-------------------------------------------------------------------------------

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk

mengirim salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten  Barito  Selatan  setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap,

untuk dicatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;---
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4. Membebankan  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini   kepada

Tergugat ;---------

Atau apabila  Pengadilan Negeri  Buntok Kelas II  berpendapat  lain,  mohon

putusan yang seadil-adilnya;-----------------------------------------------------------------

Demikian  gugatan  ini  Penggugat  ajukan,  atas  perhatian  dan  perkenan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Penggugat ucapkan terima

kasih;-----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa pada hari  persidangan yang  telah  ditentukan,  untukMenimbang,  bahwa pada hari  persidangan yang  telah  ditentukan,  untuk

pihak Penggugat hadir  sendiri,  sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidakpihak Penggugat hadir  sendiri,  sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  dipersidangan  meskipun  telahmenyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  dipersidangan  meskipun  telah

dipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Tanggaldipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Tanggal  10 Januari 10 Januari

dan 16 Januari  2019dan 16 Januari  2019, yang ditandatangani langsung oleh tergugat sendiri, namun, yang ditandatangani langsung oleh tergugat sendiri, namun

tergugat menerangkan bahwa dirinya tidak akan turun pada persidangan;------------tergugat menerangkan bahwa dirinya tidak akan turun pada persidangan;------------

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 jo Perma No.1Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 jo Perma No.1

Tahun 2008 harus dilakukan mediasi dalam perkara perdata, namun oleh karenaTahun 2008 harus dilakukan mediasi dalam perkara perdata, namun oleh karena

pihak  tergugat  telah  menyatakan  tidak  akan  hadir  dalam  persidangan,  makapihak  tergugat  telah  menyatakan  tidak  akan  hadir  dalam  persidangan,  maka

mediasi tidak dapat dilaksanakan;--------------------------------------------------------mediasi tidak dapat dilaksanakan;--------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dipersidangan tidak pernahMenimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dipersidangan tidak pernah

hadir maka tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkarahadir maka tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara

perperceraiceraianan yang diajukan Penggugat ini, dan karenanya perkara ini berlanjut tanpa yang diajukan Penggugat ini, dan karenanya perkara ini berlanjut tanpa

hadirnya Tergugat;------------------------------------------------------------------------------------hadirnya Tergugat;------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Penggugat membacakan surat gugatanmembacakan surat gugatannyanya

dan  atas  gugatan  tersebut,  Penggugat  menyatakan  tidak  ada  perubahan  dandan  atas  gugatan  tersebut,  Penggugat  menyatakan  tidak  ada  perubahan  dan

tetap pada gugatannya;------------------------------------------------------------------------------tetap pada gugatannya;------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  PenggugatMenimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat

mengajukan bukti surat yaitu berupa:------------------------------------------------------------mengajukan bukti surat yaitu berupa:------------------------------------------------------------

1. Fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Triyusta,  diberi  tandaFotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Triyusta,  diberi  tanda

P.1;-----------P.1;-----------

2. Fotocopy  Kartu  Keluarga  Atas  Nama  Ignatius  Imerlin  Juma,  NomorFotocopy  Kartu  Keluarga  Atas  Nama  Ignatius  Imerlin  Juma,  Nomor

6204063001120009, diberi tanda P.2 ;------------------------------------------------------6204063001120009, diberi tanda P.2 ;------------------------------------------------------

3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 6204-KW-290920-Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 6204-KW-290920-

0005,  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pen0005,  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipilcatatan  Sipil
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Kabupaten   Kabupaten   Barito  SelatanBarito  Selatan,  tertanggal  ,  tertanggal  29  September  201629  September  2016,  diberi  tanda,  diberi  tanda

P.3P.3;--------------------;--------------------

4. Fotocopy  Buku  Peneguhan  Pernikahan  dengan  Nomor  :Fotocopy  Buku  Peneguhan  Pernikahan  dengan  Nomor  :

23/BPH.MJGKE/BTK/NKH/09/2016  bertanggal  16  September  2016,  diberi23/BPH.MJGKE/BTK/NKH/09/2016  bertanggal  16  September  2016,  diberi

tanda P.4;-------------------------------------------------------------------------------------------tanda P.4;-------------------------------------------------------------------------------------------

5. Asli Berita Acara Mediasi Persoalan Rumah Tangga antara Ignatius ImerlinAsli Berita Acara Mediasi Persoalan Rumah Tangga antara Ignatius Imerlin

Juma dan TriyustaJuma dan Triyusta, tertanggal, tertanggal 08 Desember 2018, 08 Desember 2018, diberi tanda P.5 diberi tanda P.5;---------------;---------------

Menimbang,  bahwa surat-surat  bukti  berupa foto  copy tersebut  di  atas,

telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai yang cukup, sehingga

dapat  diterima  sebagai  surat-surat  bukti  yang  sah  dalam  perkara  ini,  kecuali

terhadap bukti P.2 tidak ada aslinya dan bukti P.5 adalah Asli;---------------------------

Menimbang,  bahwa  untuk  mendukung  kebenaran  dalil-dalil  gugatannya,

selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua)

orang saksi  yang setelah disumpah menurut cara agamanya, keterangan saksi

tersebut  sebagaimana  dalam  Berita  Acara  Persidangan  yang  pada  pokoknya

menerangkan sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------

1. Saksi Rakhmudi;----------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa saksi merupakan  adik  kandung

penggugat;-------------------------------

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang

menikah  di  Buntok  pada  tanggal  29  September

2016;----------------------------------------

- Bahwa  saksi  menghadiri  pernikahan  kakak

saksi;---------------------------------

- Bahwa  sejak  akhir  tahun  2018,  tepatnya  bulan  Desember

penggugat  sudah  tidak  tinggal  bersama

tergugat;------------------------------------------------

- Bahwa  pada  awalnya  penggugat  dan  tergugat   rukun-rukun

saja;-------------Bahwa yang saksi ketahui penggugat mengajukan gugatan

cerai kepada tergugat karena sudah tidak cocok lagi, dan sering terjadi

pertengkaran  dan  bahkan  sampai  terjadi  perkelahian  dan  berujung

pemukulan/penganiayaan oleh tergugat terhadap penggugat (KDRT);------

- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat  tidak

memiliki

anak;-------------------------------------------------------------------------------------------
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- Bahwa ini adalah pernikahan kedua dari penggugat, yang mana

dengan  suami  sebelumnya  juga  telah  bercerai  akibat  perselingkuhan

suami

pertamanya;----------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa yang  saksi  ketahui  percekcokan antara  penggugat  dan

tergugat  adalah  karena  masalah  penggugat  dituduh  selingkuh  oleh

tergugat,  dan  akibat  hal  tersebut  sering  timbul  percekcokan,  bahkan

perkelahian  yang  dengan  menggunakan  mandau  dan  juga

badik;------------------------------------

- Bahwa  hal  ini  sudah  membahayakan  kalau  tetap  dibiarkan

berlarut-larut;--

- Bahwa menurut saksi antara penggugat dan tergugat sudah tidak

bisa didamaikan lagi,  dan pisah adalah satu-satunya jalan terbaik  bagi

keduanya;-------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa  setahu  saksi  sudah  ada  upaya  untuk  mendamaikan

keduanya,  namun  tidak

berhasil;----------------------------------------------------------------------

- Bahwa  keinginan  perceraian  ini,  yang  saksi  ketahui  karena

penggugat sudah tidak kuat lagi dan takut atas ancaman tergugat kepada

penggugat;------------------------------------------------------------------------------------

2. Saksi Panding Mula Maleh ;-------------------------------------------------------------------

- Bahwa saksi merupakan  saudara  sepupu

penggugat;----------------------------

- Bahwa  penggugat  dengan  tergugat  adalah  suami  istri  yang

menikah  di  Buntok  pada  tanggal  29  September

2016;-------------------------------------------

- Bahwa  saksi  menghadiri  pernikahan  kakak

saksi;---------------------------------

- Bahwa  sejak  akhir  tahun  2018,  tepatnya  bulan  Desember

penggugat  sudah  tidak  tinggal  bersama

tergugat;------------------------------------------------

- Bahwa  pada  awalnya  penggugat  dan  tergugat   rukun-rukun

saja;-------------

- Bahwa yang saksi ketahui penggugat mengajukan gugatan cerai

kepada  tergugat  karena  sudah  tidak  cocok  lagi,  dan  sering  terjadi
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pertengkaran  dan  bahkan  sampai  terjadi  perkelahian  dan  berujung

pemukulan/penganiayaan oleh tergugat terhadap penggugat (KDRT);------

- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat  tidak

memiliki

anak;-------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa ini adalah pernikahan kedua dari penggugat, yang mana

dengan  suami  sebelumnya  juga  telah  bercerai  akibat  perselingkuhan

suami

pertamanya;----------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa yang  saksi  ketahui  percekcokan antara  penggugat  dan

tergugat  adalah  karena  masalah  penggugat  dituduh  selingkuh  oleh

tergugat,  dan  akibat  hal  tersebut  sering  timbul  percekcokan,  bahkan

perkelahian  yang  dengan  menggunakan  mandau  dan  juga

badik;------------------------------------

- Bahwa  hal  ini  sudah  membahayakan  kalau  tetap  dibiarkan

berlarut-larut;--

- Bahwa menurut saksi antara penggugat dan tergugat sudah tidak

bisa didamaikan lagi,  dan pisah adalah satu-satunya jalan terbaik  bagi

keduanya;-------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa  setahu  saksi  sudah  ada  upaya  untuk  mendamaikan

keduanya,  namun  tidak

berhasil;----------------------------------------------------------------------

- Bahwa  keinginan  perceraian  ini,  yang  saksi  ketahui  karena

penggugat sudah tidak kuat lagi dan takut atas ancaman tergugat kepada

penggugat;------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;------------------

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Penggugat  menerangkan  tidak  akan

mengajukan hal-hal lain dalam perkara ini dan mohon putusan;-------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, hal-hal

sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini yang sekiranya relevan

untuk dipertimbangkan adalah telah pula turut dipertimbangkan serta merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
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         Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah         Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;--------------------------------------------------------------------sebagaimana diuraikan di atas;--------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untukMenimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk

datang menghadap dipersidangan datang menghadap dipersidangan yang dibuktikan yang dibuktikan  dari  dari RisalahRisalah  PPanggilan anggilan SSidangidang

tanggal  10  Januari  dan  16  Januari  2019,  akan  tetapi  Tergugat  tidak  hadirtanggal  10  Januari  dan  16  Januari  2019,  akan  tetapi  Tergugat  tidak  hadir

dipersidangan  dipersidangan  dan  tergugat  menyatakan  bahwa  tidak  akan  menghadiri  sidangdan  tergugat  menyatakan  bahwa  tidak  akan  menghadiri  sidang

pertama  maupun  sidang  selanjutnyapertama  maupun  sidang  selanjutnya,  oleh  karena  tergugat  tidak  hadir  selama,  oleh  karena  tergugat  tidak  hadir  selama

proses  persidangan,  sesuai  ketentuan  Undang-Undang  yang  berlaku  makaproses  persidangan,  sesuai  ketentuan  Undang-Undang  yang  berlaku  maka

perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstekverstek);------------------);------------------

MenimbangMenimbang,, bahwa  adapun  yang  menjadi  pokok  gugatan  Penggugat bahwa  adapun  yang  menjadi  pokok  gugatan  Penggugat

adalah sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------adalah sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  antara  Penggugat  (  Istri  )  dengan  Tergugat  (  Suami  )  adalah

sebagai pasangan Suami Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan

secara  Agama  Kristen  Protestan  dihadapan Pemuka  Agamna  Kristen

Protestan  yang  bernama  Pendeta  Ir.MARTUA SINAGA,  S.Th.   Pendeta

Resort GKE Buntok Nomor 23/BPH.MJGKE/BTK/NKH/09/2016  di rumah

pada tanggal 16 September 2016 di  Buntok dan telah di  Catat di  Dinas

Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Barito  Selatan,  Provinsi

Kalimantan Tengah Kutipan  Akta Perkawinan Nomor  6204-KW-29092016-

0005, No.AK.740.008335;------------------------------------------------------------------

Bahwa  gugatan  perceraian  Penggugat  dan   Tergugat  ini  telah

mendapatkan  ijin  dari  atasan  Penggugat  yaitu  Surat  Pemberian  Ijin

Perceraian  Nomor  :  050/680/Set-BAPP/XII/2018,  tanggal  13  Desember

2018, oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Barito Selatan  ( terlampir );----------------------------------------------------------------

Bahwa pada awal pernikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat

dengan  Tergugat  berjalan  cukup  harmonis,  rukun  dan  bahagia

sebagaimana  layaknya  pasangan  suami  istri  dalam  membina  rumah

tangga;------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa kebahagian kehidupan rumah tangga antara Penggugat  dengan

Tergugat  tidak berlangsung lama, oleh karena sering terjadi  perselisihan

dan  pertengkaran  sebagai  akibat  adanya  perbedaan  prinsip  dalam

membina rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat, yang memulai

petengkaran  selalu  oleh  Tergugat  dari  hal-hal  yang  sepele  dan  kecil,

Tergugat mudah tersulut emosinya, akhir dari petengkaran Tergugat selalu

mengancam  dengan ucapan  akan membunuh Penggugat;---------------------
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Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

pernah  diselesaikan  secara  kekeluargaan   diadakan  Mediasi  dan  Urun

Rembuk, oleh Wali Asbah  Kedua Belah Pihak, Ketua RT/ RW 018/003 dan

Ketua  Lingkungan  Efrata  Jem’at  GKE  Buntok  yang  dilaksanakan  pada

hari/Tanggal  Sabtu  08  Desember  2018  bertempat  di  rumah  Penggugat

( Berita Acara Terlampir ); -----------------------------------------------------------------

Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka

permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

dibiarkan berlarut-larut, karena dikhwatirkan akan dapat terjadi hal-hal yang

tidak diinginkan, sehingga Penggugat mengambil  keputusan bahwa jalan

terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan cerai  terhadap

Tergugat ke Pengadilan Negeri  Buntok Kelas II,  karena keutuhan rumah

tangganya tidak dapat dipertahankan lagi ;--------------------------------------------

Menimbang,Menimbang,  bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut,bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut,

terlebih  dahulu  Majelis  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  Hakim  akan  menguraikan  mengenai  ketentuan  atauakan  menguraikan  mengenai  ketentuan  atau

alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatifalasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif

telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintahtelah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI RI No. 9 Tahun No. 9 Tahun

1975  tentang  1975  tentang  PPelaksanaan  elaksanaan  UUndang-Undang  Nomorndang-Undang  Nomor.. 1  tahun  1974  tentang 1  tahun  1974  tentang

PPerkawinan, diantaranya yaitu:--------------------------------------------------------------------erkawinan, diantaranya yaitu:--------------------------------------------------------------------

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,

dan  lain  sebagainya  yang  sukar  untukdan  lain  sebagainya  yang  sukar  untuk

disembuhkan;---------------------------------------disembuhkan;---------------------------------------

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di

luarluar

kemampuannya;---------------------------------------------------------------------------------kemampuannya;---------------------------------------------------------------------------------

c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atauSalah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau

hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinanhukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan

berlangsung;-------------------------------------berlangsung;-------------------------------------

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangSalah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak yang lain;-------------------------------------------------------------membahayakan pihak yang lain;-------------------------------------------------------------

e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibatSalah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat

tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  suamitidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami

isteri;-------------------------------isteri;-------------------------------
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f. Antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  danAntara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumahpertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah

tanggatangga;---------------;---------------

Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  lebih  jauh  tentangMenimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  lebih  jauh  tentang

petitum-petitum gugatan, bahwa penggugat dalam hal  ini  bekerja sebagai  ASNpetitum-petitum gugatan, bahwa penggugat dalam hal  ini  bekerja sebagai  ASN

(Aparatur Sipil Negara) Kabupaten Barito Selatan, dan menurut ketentuan hukum(Aparatur Sipil Negara) Kabupaten Barito Selatan, dan menurut ketentuan hukum

yang berlaku, yaitu Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983yang berlaku, yaitu Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

jo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  Ijin  Perkawinan  danjo  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  Ijin  Perkawinan  dan

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil yangPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil yang

akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau Surat Keterangan lebihakan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin atau Surat Keterangan lebih

dahulu  dari  pejabat”  dengan  demikian  bahwa  untuk  melakukan  perceraian,dahulu  dari  pejabat”  dengan  demikian  bahwa  untuk  melakukan  perceraian,

penggugat  sebagai  ASN  wajib  memenuhi  persaratan  tersebut  dan  karenanyapenggugat  sebagai  ASN  wajib  memenuhi  persaratan  tersebut  dan  karenanya

harus terlebih dahulu mendapat ijin dari atasannya;-----------------------------------------harus terlebih dahulu mendapat ijin dari atasannya;-----------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti berkas, bahwa didalam berkasMenimbang, bahwa setelah majelis meneliti berkas, bahwa didalam berkas

terdapat  Surat  Ijin  dengan KOP SURAT Pemerintah  Kabupaten Barito  Selatanterdapat  Surat  Ijin  dengan KOP SURAT Pemerintah  Kabupaten Barito  Selatan

Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  walaupun  tidak  diajukan  sebagaiBadan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah,  walaupun  tidak  diajukan  sebagai

bukti surat oleh penggugat;-------------------------------------------------------------------------bukti surat oleh penggugat;-------------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  Surat  Ijin  tersebut  dengan  Nomor  :  050/680/SET-Menimbang,  bahwa  Surat  Ijin  tersebut  dengan  Nomor  :  050/680/SET-

BARP/XII/2018  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Badan  PerencanaanBARP/XII/2018  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Badan  Perencanaan

Pembangunan  Kabupaten  Barito  Selatan,  atas  nama  Drs.  Su’aib,  M.AP.Pembangunan  Kabupaten  Barito  Selatan,  atas  nama  Drs.  Su’aib,  M.AP.

bertanggal 13 Desember 2017;--------------------------------------------------------------------bertanggal 13 Desember 2017;--------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Ijin tersebut, maka syarat yangMenimbang, bahwa dengan adanya Surat Ijin tersebut, maka syarat yang

diharuskan bagi ASN yang hendak bercerai telah dipenuhi oleh penggugat, dandiharuskan bagi ASN yang hendak bercerai telah dipenuhi oleh penggugat, dan

apabila  penggugat  dapat  membuktikan dalil-dalil  gugatannya,  maka atas dasarapabila  penggugat  dapat  membuktikan dalil-dalil  gugatannya,  maka atas dasar

tersebut gugatan dapat dikabulkan;---------------------------------------------------------------tersebut gugatan dapat dikabulkan;---------------------------------------------------------------

MenimbangMenimbang,, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil  gugatannya bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil  gugatannya

tersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dantersebut, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan

juga 2juga 2 (dua) (dua) orang saksi yaitu saksi  orang saksi yaitu saksi RakhmudiRakhmudi dan  saksi  dan  saksi Panding Mula MalehPanding Mula Maleh;-----;-----

Menimbang,  bahwa selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan

satu persatu dari Petitum Penggugat;------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa mengenai  petitum ke-1 (satu) Penggugat yang pada

pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya,

maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;-------------------------------
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Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  kedua  yang  meminta  untuk

Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Istri) dengan Tergugat (Suami) yang

dilangsungkan  secara  Agama  Kristen  Protestan  dihadapan  Pemuka   Agama

Kristen Protestan  yang bernama Pendeta  Ir.MARTUA SINAGA,  S.Th Pendeta

Resort  GKE  Buntok  Nomor  23/BPH.MJGKE/BTK/NKH/09/2016  di  rumah  pada

tanggal  16  September  2016   di  Buntok  dan  telah  dicatatkan  di  Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan

Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor  6204-KW-29092016-0005,

No.AK.740.008335,  putus  karena  perceraian  dengan  segala  akibat  hukumnya,a,

majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikutmajelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;---------------------------------------;---------------------------------------

MenimbangMenimbang,, bahwa berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  surat  bukti bahwa berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  surat  bukti

P.1 juga bukti P.2, P.3 dan P.4 diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat adalahP.1 juga bukti P.2, P.3 dan P.4 diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat adalah

pasangan suami istri yang sahpasangan suami istri yang sah;----------------------------------------------------------;----------------------------------------------------------

MenimbangMenimbang,, bahwa  bahwa dalam gugatannya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan  kehidupanPenggugat mendalilkan  kehidupan

rumah tangga Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan TTergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering

terjadi  percekcokan  dan  perkelahian  diantara  merekaterjadi  percekcokan  dan  perkelahian  diantara  mereka,  maka  atas  dasar  dalil,  maka  atas  dasar  dalil

tersebuttersebut selanjutnya  akan  dibuktikan  apakah  benar  kehidupan  rumah  tangga selanjutnya  akan  dibuktikan  apakah  benar  kehidupan  rumah  tangga

antara  Penggugat  dan  antara  Penggugat  dan  TTergugat  sudah  tidak  harmonis  sehingga  tidak  dapatergugat  sudah  tidak  harmonis  sehingga  tidak  dapat

dipertahankan lagidipertahankan lagi;------------------------------------------------------------------------------------;------------------------------------------------------------------------------------

MenimbangMenimbang,,    bahwa  dipersidanganbahwa  dipersidangan  saksi  saksi  Rakhmudi  Rakhmudi  dan  saksi  Pandingdan  saksi  Panding

Mula Maleh menyatakan bahwa  kehidupan rumah tangga antara Penggugat danMula Maleh menyatakan bahwa  kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

TTergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekcokan dan pada akhirnyaergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekcokan dan pada akhirnya

sejak Desember 2018, antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satusejak Desember 2018, antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu

rumah lagirumah lagi  ;----------------------------------------------------------------------------------------------;----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  juga  berdasarkan  keterangan  saksi  Rakhmudi  danMenimbang,  bahwa  juga  berdasarkan  keterangan  saksi  Rakhmudi  dan

saksi Panding, bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antarasaksi Panding, bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara

penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  cocok  dan  sudah  sangat  sering  terjadipenggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  cocok  dan  sudah  sangat  sering  terjadi

percekcokan,  perkelahian  dan  pemukulan/penganiayaan  yang  dilakukan  olehpercekcokan,  perkelahian  dan  pemukulan/penganiayaan  yang  dilakukan  oleh

tergugat yang mana membuat penggugat takut dan tidak kuat lagi;---------------------tergugat yang mana membuat penggugat takut dan tidak kuat lagi;---------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, percekcokan yangMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, percekcokan yang

sering  terjadi  awalnya  karena  adanya  tuduhan  perselingkuhan  dari  tergugatsering  terjadi  awalnya  karena  adanya  tuduhan  perselingkuhan  dari  tergugat

kepada penggugat yang mana pada akhirnya cekcok, berkelahi dan tidak jarangkepada penggugat yang mana pada akhirnya cekcok, berkelahi dan tidak jarang

berakhir kekerasan dalam rumah tangga ;------------------------------------------------------berakhir kekerasan dalam rumah tangga ;------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rahkmudi, juga saksi Panding,Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rahkmudi, juga saksi Panding,

bahwa  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  mungkin  untukbahwa  rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  sudah  tidak  mungkin  untuk

dipersatukan lagi;--------------------------------------------------------------------------------------dipersatukan lagi;--------------------------------------------------------------------------------------
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Menimbang, bahwa  Menimbang, bahwa  dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugatdalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat

perlu  dipertimbangkan  perlu  dipertimbangkan  Yurisprudensi  M.A.  No.  534 K/Pdt/1996 tanggal  18 JuniYurisprudensi  M.A.  No.  534 K/Pdt/1996 tanggal  18 Juni

19961996 yang memuat  yang memuat kaidah hukum perceraiankaidah hukum perceraian,,  menyatakan menyatakan dalam hal perceraiandalam hal perceraian

tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihaktidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak

telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakahtelah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah

perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihakperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak

sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagsudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;i; ---------------------------------------- ----------------------------------------

Menimbang, bahwa  Menimbang, bahwa  lebih lanjut  lebih lanjut  perlu juga dipertimbangkan Yurisprudensiperlu juga dipertimbangkan Yurisprudensi

No.No.  1020 K/Pdt/1986 1020 K/Pdt/1986 yang yang menyatakan “Dalam suatu perkawinan apabila suami-menyatakan “Dalam suatu perkawinan apabila suami-

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapanisteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti  disebutkan dalam Pasal 19akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti  disebutkan dalam Pasal 19

huruf  huruf  ff Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun  1975,  dimana  hal  ini  diakui  oleh Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun  1975,  dimana  hal  ini  diakui  oleh

Penggugat, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan PenggugatPenggugat, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat

yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”;------------------yang mohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan”;------------------

Menimbang, bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebelumnya  yang

didasarkan  pada  keterangan  saksi-saksi,  Majelis  Hakim  berpendapat   antara

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran  secara terus

menerus  dan  pada  puncaknya  adalah Penggugat  dan  Tergugat  tidak  tinggal

serumah lagi sejak akhir tahun 2018;------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena sudah sering terjadi percekcokan tersebut,

dan  bahkan  berakhir  dengan  pemukulan  dan  penganiayaan  terhadap  tergugat

dengan  demikian  alasan  perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah

memenuhi  syarat  sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal  19 huruf  d dan f

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya Majelis

Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak

dapat dipertahankan lagi dan putus karena perceraian;-------------------------------------

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  petitum  ke-2  (dua)  Penggugat

sepanjang  mengenai  permohonan  agar  perkawinan  antara  Penggugat  dengan

Tergugat,  dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

dapat dikabulkan;--------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  ke-3  yang  meminta  Memerintahkan

Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan

salinan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kepala Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret
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daftar  perkawinan  tersebut  dan  mencatat  telah  terjadi  perceraian  antara

penggugat dan tergugat dalam buku Register Catatan Sipil yang tersedia untuk itu,

majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;----------------------------------

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Pokok  Perkawinan,  dan

Perpres  25  tahun  2008  pasal  75  ayat  (4),  ditentukan  adanya  kewajiban  bagi

Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang

telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  kepada  Kantor  Catatan  Sipil

bersangkutan  agar  Pegawai  Pencatat  pada  kantor  Catatan  Sipil  mendaftar

Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga

oleh  karena  perkawinan  dicatat  di  Buntok  Barito  Selatan  maka  haruslah  pula

diperintahkan  kepada  Panitera  atau  pejabat  yang  ditunjuk  agar  mengirimkan

salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk

dicatatkan dalam sebuah daftar / register bersangkutan yang diperuntukkan untuk

itu dan menerbitkan akta perceraiannya ;-------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat Pasal 40 ayat ((11)) dan ayat  dan ayat ((22))

Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yangyang

menentukanmenentukan:--------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------------------------------------------------------------------

- Ayat  (1)  Perceraian  wajib  dilaporkan  oleh  yang  bersangkutan  kepada

Instansi  Pelaksana  paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak  putusan

pengadilan  tentang  perceraian  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum

tetap;--------------

- Ayat  (2)  Berdasarkan  laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),

Pejabat  Pencatatan  Sipil  mencatat  pada  Register  Akta  Perceraian  dan

menerbitkan  Kutipan  Akta

Perceraian;;---------------------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  dari  aturan  tersebut,   pihak-pihak  dalam  perkara

perceraian perlu memperhatikan isi   Undang-undang tersebut,  kewajiban untuk

melaporkan  kepada  Instansi  Pelaksana  juga  ada  pada  para  pihak   sehingga

Kutipan  Akta  Perceraian  dapat  diterbitkan  maka  Penggugat  juga  berkewajiban

untuk melaporkan Putusan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam

hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;---

Menimbang,  bahwa  dengan  pertimbangan  diatas,  majelis  berpendapat

bahwa  petitum ke-3  dari  penggugat  ini  adalah  berdasar  dan  karenanya  dapat

dikabulkan;----------------------------------------------------------------------------------------------
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Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  Nomor  4  yang  meminta  agar

membebankan  seluruh  biaya  perkara  kepada  tergugat,  majelis  akan

mempertimbangkannya sebagai berikut;--------------------------------------------------------

Menimbang,  bahwa  jika  ditelusuri  kembali  rangkaian  uraian  pertimbangan

hukum  diatas,  Tergugat  sebagai  pihak  yang  kalah  dan  berhubung  dengan  itu

sesuai  ketentuan  Pasal  192  RBG,  biaya  perkara  ini  patut  dibebankan  kepada

Tergugat, sehingga terhadap petitum ke-4 ini pun dapat dikabulkan ;-------------------

Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan  subyek  dan  obyek  gugatan

beserta  dalil-dalil  gugatan,  petitum  gugatan  dan  bukti  surat  dan  saksi-saksi

tersebut di  atas maka menurut hemat Majelis oleh karenanya gugatan tersebut

tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup

sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis ;-------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke dua sampai dengan petitum ke

empat  dari  penggugat  beralasan  hukum  dan  dikabulkan  oleh  majelis,  dengan

demikian maka petitum pertama pun dapat dikabulkan;-------------------------------------

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  seluruh  petitum  dari  gugatan  penggugat

dikabulkan,  dengan  demikian  telah  cukup  alasan  Majelis  Hakim  untuk

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;------------------- 

Mengingat,  Pasal  19  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975Mengingat,  Pasal  19  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975

tentang  tentang  PPelaksanaan  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinanelaksanaan  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,,

Undang-undang  No.Undang-undang  No.  1  1  ttahun  1974  tentang  Perkawinanahun  1974  tentang  Perkawinan dan dan    Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta seluruh peraturan

yang berkaitan dengan perkara ini;---------------------------------------------------------------;---------------------------------------------------------------

M E N G A D I L IM E N G A D I L I

  

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patutMenyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut

untuk  datang  menghadap  dipersidangan  tidakuntuk  datang  menghadap  dipersidangan  tidak

hadir;--------------------------------------------hadir;--------------------------------------------

2. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya  secaraMengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya  secara

VerstekVerstek;--------------;--------------

3. Menyatakan  perkawinan  antara  Penggugat  (Istri)  dengan  Tergugat

(Suami)  yang  dilangsungkan  secara  Agama  Kristen  Protestan  dihadapan

Pemuka   Agama  Kristen  Protestan   yang  bernama  Pendeta  Ir.MARTUA

SINAGA,  S.Th.  Pendeta  Resort  GKE  Buntok,  Nomor
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23/BPH.MJGKE/BTK/NKH/09/2016 di rumah pada tanggal 16 September 2016

di  Buntok  dan  telah  dicatatkan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil

Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan

Akta Perkawinan Nomor  6204-KW-29092016-0005, No.AK.740.008335, putus

karena  perceraian  dengan  segala  akibat

hukumnya;---------------------------------------------------------------------------------

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk

mengirim salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Barito Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk

dicatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;-------------

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp. 331. 000,00  (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-------------------------------

Demikian  diputus  dalam Rapat  Musyawarah  Majelis  Hakim Pengadilan

Negeri  Buntok Kelas II   pada hari  Kamis Tanggal  14 Februari  2019 oleh kami

Bayu  Seno  MS,  SH.,  MH.  sebagai  Hakim  Ketua  Majelis,

Agustinus, SH. dan John Ricardo, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Jumat  Tanggal  15  Februari  2019 oleh  Hakim Ketua Majelis   tersebut,  dengan

didampingi  oleh  Hakim-hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh    Sri  Artuti,  Panitera

Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Buntok  Kelas  II,  dengan  dihadiri  oleh

penggugat, tanpa dihadiri oleh  tergugat;--------------------------------------------------------

       

      Hakim - Hakim Anggota                Hakim Ketua Majelis

 

      

 1. Agustinus, SH.                                                          Bayu Seno MS., SH., MH.

2. John Ricardo, SH.                                                         Panitera Pengganti   
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                                                                                                  Sri Artuti

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran                             Rp.       30.000,00

2. Biaya ATK / Pemberkasan              Rp.       50.000,00

3. Biaya Relaas Rp.     240.000,00

4. Redaksi Putusan Rp.         5.000,00

5. Materai Rp.         6.000,00

     Jumlah Rp.   331.000,00 (tiga  ratus  tiga puluh  

                                                                                             satu ribu rupiah).
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